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. SALINAN

- BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

- PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

* BUPATI KARANGANYAR,

a. bahWa éagar budaya di Kabilpaten Karanganyélf mertipakah_. L
~ kekayaan budaya daerah yang penting artinya bagi
- pcmahaman dan pengcmbangan sejarah ilmu pengetahuan,
! dan kebudayaan ‘dalam - kehidupan bermasyarakat
berbangsa, dan bernegara sehmgga perlu dllestankan dalam

- rangka memajukan kebudayaan daerah untuk Vsebesar-

besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

b. bahwa perkembangan pembangunan Kabupaten Karanganyar o
. saat ini mengalam1 pemngkatan dan perubahan yang pesat

}' sehmgga dapat berpengaruh terhadap kelestanan benda

» bangunan struktur s1tus dan kawasan Cagar Budaya

C. bahwa untuk menjaga kelestarlan benda, bangunan struktur,
situs dan kawasan Cagar Budaya dlperlukan pengaturan

‘terhadap Pengelolaan dan Pelestarxan benda, bangunan

: struktur situs dan kawasan Cagar Budaya

d. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaurnana dlrnaksud

“dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu menetapkan

‘Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pelestanan Cagar

v ' Budaya, .

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945; Y :



’2.‘Unda>1ng-Uridang Nomof 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingklingan

Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Repubhk Indonesw.. .

Tahun 1950 Nomor 42);

"3 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S1stem”’; .

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomér 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik;lnd_dnesia Nomior 4421);

4. -Undar'lg-Undang' Nomor 11 Tahun 2010 terjtang Cégar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
~Nomor 130, Tambahan Lembaran ‘Negara Repubhk

Indonesia Nomor 5168),

» 5. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 'te-ht'ang‘

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 No'r"'rior' 244, Taxiibahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nprhor 5587) ‘sebagajmana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentarig Perubahan Kedua atas Undang—Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun’ 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesnaﬂ

Nomor 5679),

- 6. Peraturan Daerah Prov1n31 Jawa Tengah Nomor' 10
“Tahun 2013 tentang Pelestarxan dan Pengelolaan Cagar

Budaya Prov1n31 Jawa ‘Tengah (Lembaran Daerah Prov1n81 *

Jawa Tengah 'I‘ahun 2013 Nomor 10)

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 1
" Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wllayah -
Kabupaten'_ Karanganyar Tahun 2013- -2032 (Lernbaran.

Daerah Kabupatevn Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5}‘
Tahun 2013 tentang Perlmdungan dan Pengelolaan
Llngkungan Hidup (Lembaran Daerah, Kabupatenb‘} B
| - Karanganyar Tahun 2013 Nomor 5); . | -



- Dengan Persetu_]uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

| | MEMUTUSKAN: -
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
| R PELESTARIAN CAGAR BUDAYA. | ‘

_ BAB ] ‘
* KETENTUAN UMUM
Pasal 1 |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah

| Presiden Republik Indones1a yang memegang “kekuasaan.

. pernermtahan Negara Kesatuan ‘Republik Indonesia
sebagalmana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar'
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1945. _ |

- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintahan Prov1n31 Jawa{ |
Tengah. ‘ _

‘3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. -

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebégai unsuf
penyelenggarav Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan Pemermtahan yang «menjadi'
kewenangan daerah otonom. |

S. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya'
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karanganyar,

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan "
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewehangan Daerah.

8. Setiap | Orang adalah pefseorangan, kelompok orang,
masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atauf‘
badan usaha bukan berbadah hukum. | _

9. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan
berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,

S;ruktuf Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan



Cagar Biidaya di darat dan/atau di air yang perlu o

~ dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai pentmg

| bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendldlkan, agama

10.

11,

dan/atau kebudayaan melalux proses penetapan. -
Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda
buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak,
berﬁpa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya,
atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan
kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
Barigunan Cagar Budaya adalah ‘susunan binaan Yang

térbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk

 memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak

12.

berdlndmg dan beratap , v

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia
untuk meme}nuhi kebutuhan ruang‘ kegiatan yang menyatu

dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung

- kebutuhan manusia.

13.

14.

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat
dan/atau di air yang mengandung' Benda Cagar Budé)fa,
Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya
sebagai has:l keglatan manusxa atau bukti keJadlan pada
masa lalu. " -

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang

’ mem1hk1 dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya

| berdekatan dan/ atau memperhhatkan ciri tata ruang yang

15.

16.

17.

khas. : v | .
Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh tefhadap
Cagar Budaya dehgan tétap‘ memperhatikan fungsi sosial
dan kewajiban untuk melestarikannya. | -
Penguasaan adalah pembenan wewenang dari pemxhk
kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang
untuk rhengelola Cagar Budajza denga'n tetap
memperhatikan  fungsi sovsial dan kewajiban untuk
melestarlkannya |
Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tert1ngg1 yang

memiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan



perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarlan Cagar

18.

19.

20

21,

22.

Budaya

Pengalihan adalah proses pernmdahan hak kepemxhkan
dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang '
kepada setiap orang lain atau kepada negara .
Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan
uang dari pemerintah Daerah _

Insentlf adalah dukungan berupa advokaS1, perbantuan,
atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong
pelestanan Cagar Budaya darl Pemermtah Daerah.

Tim “Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestanan |
dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat
kompeten31 untuk memberikan rekomendasi penetapan,
pememngkatan, dan penghapusan Cagar Budaya

Tenaga- Ahli _Pelestarlan adalah ‘orang yang karena

o kompetensi kealian khusuénya dan/ atau memiliki sertiﬁkat

23,

24,
2.
- 26.

2.

28.

di bldang Perhndungan Pengembangan, atau Pemanfaatan '
Cagar Budaya.

Kurator adalah orang yang karena kompeten31 keahhannya
bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum..
Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan,
struktur, Ioka31, dan/atau satuan ruang geograﬁs untuk
diusulkan sebagai Cagar ‘Budaya kepada Pemerintah
Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri - dan

-selanjutnya dlmasukkanv dalam Reglster Nasional Cagar"

Budaya.
Penetapan adalah pemberlan status Cagar Budaya terhadap, |
benda, bangunan, struktur, lokas1, atau satuan ruang
geografis yang dllakukan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
Penghapusan adalah tlndakan menghapus status Cagar
Budaya dari Reg1ster Nasional Cagar Buadaya. '
Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya permgkat} ,
nasional yang dltetapkan Menteri sebagau prioritas nasional. |

Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya permgkat

) prov1n51 yang dxtetapkan Gubernur



29,

Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya penngkat o

~ kabupaten yvang ditetapkan Bupatt

30.

Pcngelolaan adalah upaya terpadu ‘untuk melmdung1, .

mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalul-

'; ‘kebijakan ‘pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, dan’_

31.

pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pelestarian adalah upaya di‘n‘a‘mis‘untuk mempertahankan |

~ keberadaan Cagar Budaya‘ dan nilainya dengan cara

‘ melindungi,v mengembangkan, dan memanfaatkannya'

32.

Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulanglv

dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan denganv

- cara. Penyelamatan Pengamanan Zonasi, Pemeliharaan,

33.

dan Pemugaran Cagar Budaya.

Penyelamatan adalah upaya menghmdarkan dan/atau

) menanggulang1 Cagar Budaya darl kerusakan kehancuran .

35.

- 36.

- atau kemusnahan

34 vPengamanan adalah upaya rnen_]aga dan mencegah Cagar |

Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.

Zonasi adalah. penentuan ‘batas-batas keruangan Sxtus

Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan

kebutuhan :

Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar-

- kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestan

37,
Cagar Budaya,i Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur

Pemugaran adalah upaya pengembalian kondis_i fisik Benda

~ Cagar Budaya yang rusak sésuai dengan keaslian bahan,

~ 38.

bentuk, tata letak, dan / atau tekmk pengeljaan utuk ’,
memperpanjang usianya. |

Pengernbangan adalah penmgkatan potensi nilai, informasi,

dan prorn051 Cagar Budaya serta pemanfaatannya me1a1u1

penehtxan revxtahsasx, dan adaptas1 secara berkelanjutan'

30.

serta tidak bertentangan dengan tuJuan pelestarian.

Penehtlan adalah keglatan ilmiah yang dllakukan menurut

 kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh

R ‘inforr'nasi,ﬁ data, dan kéterahgan ‘bagi kepentingan

pelestarxan Cagar Budaya ilmi.i pengetahuan,' dan

' pengembangan kebudayaan v



40. Revitalisasi adalah kegiatan 'péngembahgan yang ditujukan ‘A
" untuk menumbuhkan kembali- nilai-nilai pehting Cagar
Budaya dengan penyesuaian fung31 ruang baru yang tidak
bertentangan dengan prmsxp pelestarlan dan nllal budaya
masyarakat. . - .
41. Adapta81 adalah upaya pengernbangan Cagar Budaya untuk‘

keglatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini

dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan

mengakibatkan " kemerosotan nilai pentingnya 'ba‘tau
k»erusakan' padé }bagiari yang mempunyai nilai penting. - )
42, Pemanfaatan adalah pe}dayagﬁ’naan C’vagar Budaya untuk
kepentmgan sebesar-besamya kesejahteraan rakyat dengan
tetap mempertahankan kelestarlannya
43. Perbanyakan adalah kegiatan duphkam langsung terhaclap '
- Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau
Struktur Cagar Budaya baik seluruh maupun baglan-
baglannya ‘ ‘ '
44, Reglster Nasxonal Cagar Budaya adalah daftar resmi |
kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada

d1 dalam dan di luar negen

| BAB II -
FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

~ Bagian Kesatu

Fungsi dan Tugas

, i Pasal 2 v ‘

(1) Pemerintah Daerah mempunya1 | fungsi me]akukah

Perhndungan, Pengembangan, dan ‘Pemanfaétan Cagar o
Budaya. - | B o

[P) Pemermtah Daerah mempunyal tugas

a. mewujudkan menumbuhkan, mengernbangkan serta

memngkatkan kesadaran dan tanggung Jawab akan hak

dan kewajnban masyarakat dalam pengelolaan Cagar

Budaya,



-

'b.A' mengembangkan dan menerapkan ‘kebijakan yang dapat

inenjarﬁin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar

Budaya

c. menyelenggarakan penehtlan dan pengembangan Cagarj

' Budaya,

 d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;

a.
b.

R OM 0 A0

o
.

€. menyelenggarakan promosx Cagar Budaya

memfasﬂltas1 Setiap Orang dalam melaksanakan‘

- Pemanfaatan dan prom031 Cagar Budaya;

g. vmenyelenggarakan penanggulangan bencana dalam

| ‘keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, 81tus
dan kawasan yang telah dinyatakan sebaga1 Cagar

‘Budaya;

h. melakukan pengawaSan Pemanfaatan, dan evaluasi.

terhadap pelestarlan warisan budaya; dan

i. mengalokasxkan dana bag1 kepentingan pelestanan Cagar

‘Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 3

. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk :

menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya;'
mcngoordinasikan Pelestarian Cagar vBudayz_i secara lintas v
sektor dan wilayah kecamatan; |

menghimpun data Cagar Budaya;

méhetapkan peririgkaf Cagar Budaya°

menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya

mcmbuat peraturan pengclolaan Cagar Budaya,
menyelenggarakan kerjasama pelestarlan Cagar Budaya, v
melakukan penyldlkan kasus pelanggaran hukum

mengelola kawasan Cagar Budaya;

mendirikan dan membubarkan Unit Pelaksan Teknis bidang
peléstarian, penelitian, dan museum; , .
mengembangkan kcbijakaﬁ sumber déya manusia di bidang‘

kepurbakalaan;



| 1 memberlkan penghargaan kepada setiap orang yang telahl
melakukan Pelestarian Cagar Budaya,

m. memindahkan dan/ atau menyunpan Cagar Budaya untuk
kepcntmgan Pengamanan; . ’

n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan |
kepentmgannya menjadi permgkat kabupaten,

0. menetapkan batas situs dan kawasan; dan

vp. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses

pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hllang, atau

musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun baglan- ’

bagiannya.

. Pasal 4 .
fngkup Pelestarxan Cagar Budaya mehputl Pelxndungan,
Pengembangan, dan Pema_nfaatan_ Cagar Budaya di darat dan di | ’

air.

_  Pasal 5 .
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan

Cagar Budaya.

(2) Pengelolaan kawasan sebagaifnana dimakStid pada aya}t’ (1) o

dilakukan tidak bertentangan dengan  kepentingan

masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.

(3) Pengelolaan kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud

. pada ayat‘ (1) dapat di’lakuk'a}'n oleh badan pengelola yang
dibentuk oleh Pemerintah Daerah. | S |

4) Badan Pehgelola sebagaimana: dimaksud pada ayat (3) daipét

’ _terdm atas unsur Pemermtah Daerah dunla usaha dan ‘
masyarakat, : | |

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan | Pengelola |
sebagalmana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
dengan Peraturan Bupati. ' '



. BAB III -
HAK DAN KEWAJ IBAN MASYARAKAT

, Pasal 6

' Setiap Orang mempunyai hak yang sama untuk :

a.

b

)

@

)

menikmati keberadaan bangunan dan / atau lingkungan
Cagar Budaya; :

mendapatkan informasi yéng vberkaitan dengan pei'én serta
dalam Pelestarlan bangunan dan/ atau hngkungan Cagar
Budaya; dan |

melakukan pen}gawasan Pelestarian ‘Cag'ar Budaya.

o , - .Pasal 7 , . o
Setiap Orang wajib menjaga kelestarian bangunan dan/atau
lingkungan Cagar Budaya serta mencegah dan
menanggulangi kerusakan bangunan dan/atau lingkungan |
Cagar Budaya. ' . _ .
Sétiap orang yang V"r‘nem‘iliki, mengusai | daﬁ/atau
mcmanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan Cagar »
Budaya wajib ‘memelihara kelestanan dan mencegah
kerusakan bangunan dan /atau lingkungan Cagar Budaya. j
Se'tiap‘ Orang yang " memiliki H menguasai | Benda Cagar‘
Bu'daya \}vajib Urr‘ielaporkan kepada_Pemeriritah _Da‘ervah'
melalui Képala DéSa / Lurah atéu Cainat. |

BAB IV
KRITERIA CAGAR BUDAYA

' Bagian Kesatu =~

| Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 8

Benda bangunan, atau struktur dapat dlusulkan sebagal

Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur

| Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a. berus1a 50 (Ilma puluh) tahun atau lebih;

b. mewak1h masa gaya palmg smgkat berusia 50 (lima puluh);



o c . mem111k1 art1 khusus bag1 sejarah 11mu pengetahuan o
pend1d1kan, agama, dan/ atau kebudayaan, dan o

d mem111k1 n11a1 budaya bag1 penguatan keprlbadlan bamgSal v

R | P a sa 1 9 .- .

-:va‘.{ : berupa benda aIarn dan/ atau benda buatan manusm yang ;'- 
o dlmanfaatkan oleh manu31a serta 31sa~31sa b1ota yang dapatv‘._' B

"dlhubungkan dengan kegxatan manus1a dan/ atau dapat;’: &

B :;,vdxhubungkan dengan sejarah manu31a

e b v 'bers1fat bergerak atau tldak bergerak dan {:‘f

c. merupakan kesatuan atau kelompok

e e Pasal 10
. Bangunan Cagar Budaya dapat

o a. berunsur tunggal atau banyak dan/atau

R :VStruktur Cagar Budaya dapat

e b. berdln bebas atau menyatu dengan formas1 alam

8 Pasal 11

- a berunsur tungggal atau banyak dan / atau

b sebaglan atau seluruhnya menyatu dengan formas1 alam

Baglan Kedua

- | L Pasal 12 R T
Lokas1 dapat dltetapkan sebaga1 Sltus Cagar Budaya apablla -
a mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

B Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budya, dan o

o b. menynnpan 1nforma31 keglatan rnanuswl pada masa laIu S

Pasal 13

"Satuan ruang geograﬁs dapat dltetapkan sebagal Kawasan

B Cagar Budaya apablla

a. mengandung 2 (dua] Sltus Cagar Budaya atau leblh yangv
letaknya berdekatan, e



berupa lanskap budaya hasﬂ bentukan manusia berusmv
paling sedikit 50 (lima puluh) tahun '

. ’memlhkl pola yang memperhhatkan fungsx ruang pada masa V, 5

lalu berusia paling sedikit 50 (hrna puluh) tahun; o
memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses‘

pamnfaatan ruang berskala luas; |

memperhhatkan buku pembentukan lanskap budaya dan :

mem111k1 laplsan tanah terbenam yang mengandung bukti

kegiatan manusia atau endapan fosﬂ

Pasal 14

Benda bangunan struktur, lokas,l, atau satuan ruang geografis

yang atas dasar penel1t1an memiliki arti  khusus bagi

masyarakat Daerah tetapx tidak memenuhl krltena Cagar'

Budaya sebagaJmana dlrnaksud dalam Pasal 8 sampa1 dengan

Pasal 13 dapat dlusulkan sebagax Cagar Budaya. A

(1)

. BABV .
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

- Bagian Kesatu .

Asal Kepemlhkan

Pasal 15

Setlap Orang dapat memiliki dan /atau mengusai. Benda

Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar -

Budaya, dan/ atau Situs Cagar Budaya dengan tetap”
mcmperhhatkan fung31 sosialnya  sepanjang  tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang—_

' undangan

(2)

Sehap Orang dapat mem111k1 dan/atau menguasa1 Cagar -
Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya,
Bangunan Cagar‘ Budaya, Strukfur Cagar Bﬁdaya, dan/atau
Sxtus Cagar Budaya tersebut telah memenuhl kebutuhan* |

negara



,ff,: (3) Kepemlhkan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dani__;‘“ |
- ayat (2) dapat diperoleh melalul pewaris, hibah, ‘tukar-
- 3_:‘;‘_:'menukar had1ah pembehan dan/ atau pUtus an- atau"v}fz;;
. ‘j.ivpenetapan pengadllan kecuah yang dlkuasal oleh Negara
'lv»:’(;}')v"jlpemlllk benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya ,.
- Struktur Cagar Budaya, dan/ atau S1tus Cagar Budaya yang S

S tldak ada ahll warlsnya atau tldak menyerahkannya kepada
| "",Oral‘lg lain berdasarkan wa31at hlbah atau hadxah setelah SR
A {pemlhkannya menlnggal kepemxhkannya d1amb11 ‘ oleh‘.f:;‘

g"_vnegara sesuau dengan ketentuan peraturan perundang-::;ﬂj

_ Baglan Kedua
. Kepcrmhkan oleh Asmg
Pasal 16

:».warga negara asmg dan/atau badan hukum asmg t1 dak:_’__';'l’k"»ffi"

) b‘:f‘?ﬂ;.:f,dapat mem111k1 dan/ atau menguasau Cagar Budaya kecuall -

“::»f_warga negara asmg dan/atau badan hukurn asmg yang’:; T

j:'-,tlnggal dan menetap dl Wllayah Negara Kesatuan Repubhk: 'j‘f. -

i .‘Indones1a

: »'A:(Q)F:.Warga negara asmg dan/ atau badan hukum asmgff
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllarang mcmbawa’:'
o Cagar Budaya, balk seluruh maupun bag1an baglannya, ket_ﬂ

luar w1layah Negara Kesatuan Repubhk Indonema o e

: Baglan Ketlga }-.;.» o
Pengahhan Kepemlllkan
Pasal 17

Setlap orang dllarang rnengahhkan kepemlhkan Cagar

,i‘.f; - jl:Budaya permgkat kabupaten, ba1k seluruh maupun baglan__
| . _‘»baglannya kecuah dengan 1zm Bupatl | R E
"::(?):’Ketentuan» leblh lanJUt ‘ mengena1 izin ’_ sebagalmana

| "'»»."dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan Peraturan Bupat1 S




Baglan Keempat

Museum

Pasal 18 L e P
i  ( } Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau et

Struktur Cagar Budaya bergerak yang dlmlllkl olehv,v-u.;::_”.Ei;'_:f'_

7 Pemermtah Daerah dan/ atau setlap orang dapat dlslmpan
"”f*;f:v_fi‘vdan/atau dlrawat di rnuseum : o o
Ketentuan Ieb1h lanjut mengenal museum sebagalmanaf' i

’: ’I;__'chmaksud pada ayat (1) dlatur dalam Peraturan Bupat1

Baglan Kehrna

pelaPOran Kepemlhkan RN

: SCtlap orang Yang memlllkl dan/ atau menguasal Cagar"
e | Budaya pahng lama 30 {tiga puluh) harl SfBJak d1ketahumya_ |
?:'."_Cagar Budaya Yang memxhkl dan/ atau dlkuasalnya rusak,

” :hllang, - atau musnah Wajlb : melaporkannya kepadai f»:v":",-

L 'Perangkat Daerah Yang menanganl kebudayaan kepohs1anv

E;':"iNegara Repubhk Indonesa, dan / atau mstan31 terkalt

: :vaetlap Orang yang tldak melapor rusaknya Cagar Budaya’fv»f }:':‘

'yang d1m111k1 dan/atau dlkuasamya kepada Perangkatv’v"f?rv
'.,_',__':Daerah yang menanganl kebudayaan,_ kepohslan Negarai.vg.’,}i
, f’:fRepubIlk Indone31a dan/ atau 1nstan31 terka1t sebagalmana]ff
‘»'.-v-ll»:"»tdlmaksud pada ayat (1) pahng lama 30 (tlga puluh) harl,’:
L '"'v:’sejak dxketahumya Cagar Budaya yang dxrmhk: dan/atau i

. dlkuasamya tersebut rusak dapat d1amb11 ah»h}}_

= -,:,;:..*-pengelolaannya oleh Pemermtah Daerah

Bag1an Keenam

- Kompensasa dan Insentlf

‘ , Pasal 20 AR _
Setlap Orang mem111k1 dan/ atau menguasal Cagar Budaya

o :,f,‘,f’berhak memperoleh kompensa31 apablla telah rnelakukan

kewajlbannya rnehndungl Cagar Budaya



(1) ”

vmerupakan insentif pengurangan pajak buIm dan bangunan o

scbagalmana dlmaksud pada ayat

(2) Kompensa31 |

v;vdapat dlbenkan oleh Pemermtah Daerah kepada pemlhk
ﬂ.j‘»{‘Cagar» Budaya yang tezllah i r;ie1akukan : P,er}lindunganf Caga

g vBudaya sesuau dengan ketentuan peraturan perundang

(3) Penemu benda bangunan dan/atau struktur yang telahi,
‘_‘f’:f‘:_jdltetapkan sebagal Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar_{;
- Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapatf :
;f=-i-’.j:kompensa31 e ', o '.  T

'v,::Ketentuan Ieblh lanjut mengenal pemberlan kompensa81 dan
- insentif sebagaunana d1maksud pada ayat (1), ayat (2)» danj‘f

¥ '--»jf'*‘ayat (3) dlatur dalam Peraturan Bupatl

. BAB VI S
PENEMUAN DAN PENCARIAN

Baglan Kesatu
S o Pasa121 , R
‘ Setxap Orang Yang menemukan benda dlduga Benda Cagarﬁ’
}-?v?_’f';v_-:‘;Budaya bangunan yang dlduga Bangunan Cagar Budaya -
struktur yang dlduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau::,
- “:E‘,';'_loka31 yang dlduga Sltus Cagar Budaya Wa']lb:, =
M'melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang berwenang'
d bldang Kebudayaan, | Kepohslan Negara Repubhk':;f_i;
“'"f':'vi_,‘._Indon651a dan/atau 1nstansx terkalt palmg lama 30 (tlga,

fz,‘ Puluh) han sejak dltemukannya

;»Temuan sebagxmana dlmaksud pada ayat (1) yang tldak.
‘:f.idlilaporkan oleh penemunya dapat d1amb1l ahh °1ehﬂi
‘-.v':?},';vf,;‘Pernerlntah Daerah e e T
(g]lf_Berdasarkan Iaporan sebagaxrnana dlmaksud pada a)’at {1)’ .}
: fPerangkat Daerah yang berwenang di bldang Kebudayaan'
:{’"}':_"melakukan pengkajlan terhadap temuan ST L i
(4) "Ketentuan leblh lanjut mengena1 penemuan sebagalmana‘f:,':;f T

""""""dxmaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dlatur dengan:

_.Peraturan Bupau -'_



Bagian Kedua

" Pencarian.

SRS Pasal22 B
(1] Pencarlan Cagar Budaya atau yang dlduga Cagar Budayat,:-
‘dapat dllakukan oleh Setlap Orang dengan penggahan,if

pbenyelamatan dan /atau pengangkatan dx darat dan / atau d1v_‘f

o Pencanan sebagaxmana dlmaksud pada ayat (1) hanya dapati
"f”,;j‘;}d11akukan melalm penehtlan dengan tetap memperhatlkanj_;
vhak kepemlhkan dan /atau penguasaan loka81 » ' |
"'A':‘Setlap Orang dllarang melakukan pencarxan Cagar Budaya
%f;atau yang dlduga Cagar Budaya dengan penggahan
j}penyelamatan dan / atau pcngangkatan d1 darat dan/ atau d1
‘:-véuf sebagatmana dlmaksud pada ayat (2) kecuah denganji‘
( fl}!Kétentuan 1eb1h lanJut mengena1 pencarlan dan | 1sz
:,::.;:’;pencarlan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), ayat (2)

':;vfzf'dan ayat (3) dlatur dengan Peraturan Bupat1  ‘»: L R

BAB VII |
REGIS’I’ER CAGAR BUDAYA

S Pasal 23
:;'EfTahapan Reglster Cagar Budaya terd1r1 dar1 |

. : pendaftaran

t pengkajlan |
penetapan, »‘
;‘Y,‘:‘v;pencatatan, B o
- pemerlngkatan dan

penghapusan




Baglan Kedua

Pendaftaran

o Pasal 24 e SR
TR '-Pemenntah Daerah bekerja sama dengan Setlap Or ang dalarn .

S '_"mclakukan pendaftaran

L | Pasal2s
"(1) Setlap Orang yang mem111k1 dan/atau mengusal Cagarf‘
: i,fBudaya Wajlb mendaftarkannya kepada Pemcrmtah Daerah’;’;.:’

',if'fbibtanpa dlpungut blaya AT e 'v .
Setlap Orang dapat berpart131pa31 dalam ‘ melukakan::;»;v:ﬁ

L :""pendaftaran terhadap benda, bangunan,v struktur, dan:’-v

”f’;lokas: yang dlduga sebaga1 Cagar Budaya mesklpun tldak‘}f B
: ;mermhkl atau menguasalnya ) PEEECETE A E )
‘ Pcmerlntah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar‘i;_‘, ,-f:_

i Budaya yang d1kuasa1 oleh Negara atau yang tldak dlketahm |

g permhknya sesua1 dengan kewenangan

Hasﬁ Pendaftaran sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

l.'f_ayat (2), dan ayat (3) harus d11engkap1 dengan deskr1p31 dan‘”;
”;‘,{.-‘d’bkumentasmya L LT e e
;:Cagar Budaya sebaga1mana dlrnaksud pada ayat (1) yangif’-
f‘:';_i}tldak d1daftarkan oleh pemlhknya dapat d1amb11 ahh oleh:i

. 'j Pemermtah Daerah

S Baglan Ketlga DR

Pengka_]lan

(1 :’f“Hasﬂ pendaftaran sebagalmana dlmaksud‘ dalam Pasal 25 :
| o f'dlserahkan kepada Tlm Ahh Cagar Budaya untuk d1kap
o ff'"‘-_'g;b_kelayakannya sebagal Cagar Budaya atau bukan Cagar;
1 '..,;;;,"'Budaya s L e BN R R
”-v::_v;PengkaJlan sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) bertujuan RO
. : "E."j"melakukam 1dent1ﬁka31 dan klas1ﬁka31 terhadap benda,
:..':;bbangunan, , struktur, Ioka31, dan satuan ruang geograﬁs

L ":,‘byang d1usulkan untuk dltetapkan sebagal Cagar Budaya o




(3) Dalam melakukan kajlan, T1m Ahh Cagar Budaya dapat'f
debantu oleh unit pelaksana tekrus atau Perangkat Daera'
yang bertanggung Jawab dx b1dang Cagar Budaya T
(4) Selama proses pengkajlan benda bangunan, struktur, atau
OkaSi' ,haSil* periemuah, »fata'u ’. ‘yan‘gc didaftgrkgr; , f-"dilivndu'n'gi’f
dan dlperlakukan sebagau Cagar Budaya‘ : .
(5): Ketentuan lebxh lanjut mengena1 Tun Ahh Cagar Buday :
sebagalmana dlmaksud pada ayat ( ) | dlgtu_r dalam:

.Peraturan Bupatl B A

o Pasa127 Sl
f}Péfng‘kajian terhadap koleksx : museum yang d1daftar kanv}
dllakukan oleh kurator dan selanjutnya dlserahkan .kepada T1rnv:

Ahli Cagar Budaya. '

: Bagzanf Keempat‘ :

| Penetapan B

e “pasalzs - e
(1) vBupat1 mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya pahng
Y 'ama 30 ( tlga puluh) han setelah rekomenda31 dlterlma dan‘v
T1m}Ah11 Cagar Budaya yang menyatakan benda bangunan vji
. struktur loka31 dan/ atau satuan ruang geograﬁs yang:‘
5”A’d1daftarkan Iayak sebagal Cagar Budaya e -
(2) Pemenntah Daerah menyampalkan hasﬂ penetapan
‘ ‘sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) kepada Pemerlntah\

i Prov1ns1

(1) Pernerlntah Daerah memasang tanda bangunan "‘dan/atau

v» lmgkungan Cagar Budaya yang mudah dlhhat oleh umurn
ﬁiv:‘“‘(2) Ketentuan Ieblh lan_]ut mengena1 tanda bangunan dan/ ata

. :j'vulmgkungan Cagar Budaya sebagalmana dunaksud pada}
5”5”1ayat (1}, d1atur dengan Peraturan Bupat1 P




Bagian Kelima

| peﬁgaeatan'

B R Pasal30 .
(1) Pemermtah Daerah melakukan upaya aktlf mencatat dan
menyebarluaskan 1nforma51 tentang Cagar Budaya dengan
tétap memperhatlkan keamanan dan kerahasman data yang'j‘_v
L .f‘.“}:dlanggap perlu ; sesual dengan : ketentuan peraturan’,;

perundang,qua rlgan 4 » o

Pemermtah Daerah ::71 bertanggung Jawab melakukan.f‘i

pengelolaan Reglster Nasu)nal Cagar Budaya d1 Daerah  15 "

 BagianKeenam

Pl Pasal31
Pemenntah Daerah melakukan pemerlngkatan Cagar Budayaf,

:'berdasarkan kepentlngan menjadl Cagar Budaya Permgkat:___

: Kabupaten berdasarkan rekomenda31 T1rn Ahh Cagar Budaya

Cagar Budaya yang dapat dltetapkan men]ad1 Cagar Budayaj

| Permgkat Kabupaten apablla memenuhl syarat

E 'vsebagal Cagar Budaya yang dlutamakan untuk dllestarlkan’;
“dalam w w11ayah Daerah | . TR
::}’;v-‘,rnewaklh masa gaya yang khas |

c tlngkat keterancamannya tlnggl, :
d Jenlsnya Sedlklt dan / atau

e - _]umlahnya terbatas

T o Pasal83.. o
Pernerlngkatan Cagar Budaya sebagalmana dlmaksud dalam/

"\Pasal 31 dltetapkan dengan Keputusan Bupat1

”-:-vCagar Budaya yang tldak Iagl memenuh1 syarat untuk: B

J-;}‘:_'dltetapkan sebaga1 Cagar Budaya Permgkat Kabupaten dapat,‘.v;},




_b kehllangan WuJud dan bentuk ashnya, _5{ X

o kehllangan sebaglan besar unsurnya atau

.»;d;vv tldak lag1 sesual dengan syarat sebagalmana dunaksud 5]

dalam Pasal 32 R g
»‘;(2) Ketentuan leblh lanjut mengenal pemerlngkatan Caga :

Budaya dlatur dengan Peraturan Bupatl SO

, :Baglan KetUJuh .

B Penghapusan

_,(1) ;;Pemermtah Daerah B menmdaklanjutl penghapusan Cagar,i
"‘:Budaya dalam hal Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam’;
”'Reglster Nasmnal dlhapus dengan keputusan Menten atasff

rekomendas1 Tnn Ahh Cagar Budaya dl tmgkat Pemermtah o
: Penghapusan Cagar Budaya sebagalmana dlmaksud péld
mb_vf:ayat (1) dllakukan dengan tldak menghllangkan data dalami
‘:,"'?'}Reglster Naswnal Cagar Budaya dan dokumen yangf}
b_rvnenyertamya : , - i -
T:’_’Pehghapusan Cagar Budaya idarl ;,"Reglster Nasmnal Cagar;fv
"’?;Budaya sebagatmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan:
apablla Cagar Budaya e ST

Praculase b o
'i:.jrnengalaml perubahanv;’b_ wu_]ud dan gaya | sehmgga
"v-igkehllangan keasllannya,bétau ' . S

j;;_i .“}ch kemudlan han dlketahul statusnya bukan Cagar‘»:
- Budaya”{m' : RIS .




| BAB VVIII
| PELESTARIAN

Baglan Kesatu

(1): ‘Pelestanan Cagar‘Budaya dllakukan berdasarkan»hasﬂ Studl“
;kelayakan yang dapat dlpertanggung]awabkan secara:
'akademls, tekms dan admmxstrasﬂ ’
iKeg1atan Pelestanan Cagar Budaya harus dllaksanakan atau“.v
}fdlkloordlnamkan oleh Tenaga Ahh Pelestarlan denga |
Amemperhatlkan etlka Pelestarlan L
ta f 'cara : Pelestanan :'Cagar | ABudaya
'mempcrtlmbangkan . kemuhgklnan - dllakukannya:i:

vpengembahan kor1d131 awal, seperu sebelum kegxatan

.Pelestanan ':‘Cagar Budaya harus %dldukung oleh kegxatanf
pendokumenta31an sebelum dllakukan keglatan yang dapat'

: enyebabkan terjadlnya perubahan keashannya '

fSetlap Orang berhak memperoleh dukungan'teknls dan/atau
kepakaran dan Pemerlntah }Dvaerah atas upaya Pelestarlanvz

"Cagar Budaya yang d1rmhk1 dan’ atau yang chkuasal

'Setlap Orang dllarang dengan sengaja mencegah menghalang-z'

'halangl, atau menggagalkan upaya’ Pelestanan Cagar Budaya

?Pelestarlan sebagalmana dlmaksud dalam: Pasal 37 dllakukani

'i’d‘engan cara:
vab Pehndungan, R
'-fb Pengembangan dan

c Pemanfaatan, R v




Baglan Kedu

(1) Setlapz':orang‘dapat berpveran serta melakukan Perhndun‘gan{

‘3"‘Cagar Budaya

 3‘(2) Perlmdungan Cagar Budaya sebagaxmana dlmaksud pada}

'v"”ayat (1) terd1r1 dar1 ’

a Penyeiamatan,

b Pengamanan,

Pemehharaan dan

- Pemugaran

Paragraf 2
Penyelamatan

e Pasal42
('1) Setlap Orang berhak melakukan Penyelamatan Caga

v Budaya yang d1m111k1 atau yang dlkuasamya dalam keadaan §

" darurat atau yang memaksa untuk dllakukan tmdakan

penyelarnatan ERR

(2)Avaetentuan leblh lanJut mengenal Penyelamatan Cagarfi’

: Budaya dlatur dalarn Peraturan Bupat1

‘ "' Paragraf 3

o Pengamanan

(1) Pcngamanan dllakukan untuk - menjaga dan

Cagar Budaya agar t1dak hllang, rusak hancur, atau:;'

;::.. (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajlban pemlhkf‘”

g dan_/ atau yang menguasalnya




Cagar Budaya

L Pasal44 S A
. :(1) Setlap Orang dtlarang merusak Cagar Budaya balk :selur,uh

B ,‘}vv_'_dan / atau dari letak asal

(2) Setiap Orang dllarang mencurl Cagar Budaya balk seluruh ,

dan / atau dan letak asal

. Pasal 45

"(3) Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengarnanan_-”"f'

maupun bagian- baglannya, darx kesatuan ke_lornpokui"_‘;

o maupun bagian- baglannya, dari kes_a;uan,, kelompok'j{,: e

iSet1ap Orang dllarang memmdahkan dan/ atau memlsahkanf:"? o

R Cagar Budaya Permgkat Kabupaten baik seluruh maupunv..;f‘vz-v'},"?’5

' baglan bagxannya kccuah dengan IZIH Bupatl

- Pasal 46

(1) Cagar Budaya, balk seluruh maupun . baglan bagxannya

| penehtlan prom031 kebudayaan dan/ atau pameran

f:,""i:’%:,hanya dapat dxbawa ke ‘luar Daerah untuk kepentlnganf:ff‘, -”1

,(2)’»;-Set1ap ‘Orang dllarang membawa Cagar Budaya“tf;v -

. Bupati,

o jf;Peraturan Bupau

Paragraf 4.

ZonaS1 ;' B ;:j;

I Pasa147

: _‘“batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang mel a1u1 :

: ‘;vsxstem ZonaSI berdasarkan hasil kajlan v

i "if‘?.’_iig':sebagalmana dunaksud pada ayat (1), kecuah dengan 1szff

o (l3);f§.Ketentuan Iebih lanjut ’ mengena1 pcmberlan 121n .

sebagalmana dlmaksud pada ayat () dlatur ' dalam

. '('}lb)‘zf'_Perhndungan Cagar Budaya dllakukan dcngan menetapkan -

: '(2)“,:,,Sltem Zona31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)' o

dltetapkan oleh Bupatl sesual dengan keluasan Sltus Cagar L

:Budaya atau Kawasan Cagar Budaya dlperlngkat Wﬁayah

o kabupaten




. av zona 1nt1, | ‘
:‘b;“zona penyangga, i L
c zona pengembangan dan/atau |
'i"d:.x zona penunjang
‘ U-{;Pénetapan luas,v tata letak dan fungsz zona dltent kanv-’
'f‘-i)erdasarkan hasﬂ ka_uan dengan mengutamakan peluangr
ffv_penlngkatan kese_]aheraan rakyat |
_ ;’;Ketentuan leblh lan_]ut mengena1 tata cara penetapan 31stem,_b
E{Zonam sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) sampa1 denganf

ayat (4) dxatur dalam Peraturan Bupau

vaaragraf 5

Pemehharaan ;; >

‘ Pasal 49

zv}_Setlap Orang wapb mcfnehhara Cagar Budaya Yang v dlmlhky
iidan/atau dlkuasalnya LT T 2 ) , RIS
,.,.‘}agar BudaYa yang dltelantarkan oleh permhk dan/atau,

yang mengusamya dapat d1kuasa1 oleh Pemermtah Daerah

;-Pemellharaan dllakukan dengan cara merawat Cagari

"1"‘_;Budaya untuk rnenccgah dan mcnanggulangl kcrusakani

vr’aklbat pengaruh alam dan /atau perbuatan manusxa




‘me 1haraan Cagar Budaya S¢ bagalman d1maksu | pad
v ayat (1) dapat dllakukan d1 lokaél ash ata mpat lair
setelah Ieblh dahulu d1dokumenta31kan secara lengkap ;.
Perawatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakuka’
engan pembermhan, - pengawetan, d kan
kerusakan dengan memperhatlkan keashan bentuk “tat
.;jiiletévl:k: gaya, bahan, dan / atau teknologl Cagar Budaya
”:v;_’fPerawatan Cagar Budaya sebagaxmana dlmaksud v ’}pada

""ayat (3) yang berasal darl alr harus d1lakukan se_]ak prose

Ketentuan lebxh lanjut mengena1 Pemeliharaari”"

1 -Pemugaran Bangunan Y:Cagar Budaya ,dan Struktur Cagar ;
Budaya wa_]lb memperoleh 121n Pemermtah Daerah sesua

dengan kewenangan Daerah

terhadap lmgkungan 3031al dan lmgkungan ﬁs1k haru
) d1dahulu1 anal131s mengena1 dampak hngkungan' sesu i

dengan ketentuan peraturan perundang—undangan




:'Bagian Keﬁga .;

| .‘Pengemb“angah |

Pafagtfé;f 1

Umum =

N ‘ Pasa152 S
(1) Pengembangan Cagar : Budaya f dllakukan dengan
memperhat1kan prinsip - kemanfaatan keamanan | '
keterawatan keashan dan mla1 mlal yang melekat padanya.
(2) Set1ap Orang dapat melakukan pengembangan Cagar:”*f
Budaya setelah memperoleh g

a xzm Pemermtah Daerah dan o

b izin pemlhk dan /atau yang menguasal Cagar Budaya
(3) Pengembangan Cagar Budaya dllakukan dengan
L a ‘penelitian; f_» " a ‘

b rev1tahsa81, dan L

c adapta31

Parégraf 23 i

L Penehtlan
‘ Pasal 53 ‘ : o
(1) Penehtlan dllakukan pada setlap rencana. pengembangan' N

Cagar Budaya untuk menghlmpun 1nforma31 ' serta'

mcngungkap, memperdalam, » dan menjelaskan n11a1 mlal_ :
budaya SR, | | .: : R i v
(2) Pemenntah Daerah atau penyelenggara . penehtlan:ﬁ: o

mengmformamkan dan mempubhkasﬂ{an hasﬂ Penelltxan NS

- ;  kepada masyarakat




).

.

| . Paragraf 3 »

R -f Rev1tahsa31

- :‘Pasal 54

Rev1tahsas1 potens1 Sxtus Cagar Budaya atauv »Kawasan*

v;Cégar Budaya memperhatlkan tata ruang, tata letak fung31_

soS1a1 dan / atau lanskap budaya ash berdasarkan kaj1an'

{2} Revxtahsas1 Sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dllakukan'}

’dengan menata kembah fung31 ruang, n11a1 budaya dan;

penguatan 1nforma31 tentang Cagar Budaya

;(3) .,.'.'Rev1tallsa51 Cagar Budaya harus memberl rnanfaat untuk’

:enmgkatkan kuahtas ,.f;“{_hldup masyarakat

»’ mempertahankan cm budaya lokal

';Setlap Orang dllarang mengubaih fung31 ruang Sltus Cagarv
’Budaya atau Kawasan Cagar Budaya permgkat kabupaten balkv

_seluruh maupun baglan baglannya kecuah dengan izin Bupat1

 Paragraf 4.

Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat?

;_dllakukan adapta81 untuk memeb uh1! kebutu n masa _k1n1

a c1r1 ash dan /atau muka Bangunan Cagar'Budaya atau'
_ v:nytruktur Cagar Budaya, dan/ atau |

b ciri asli lanskap budaya dan / atau permukaan tanah Sxtus‘

f:'f"Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum‘

{’dllakukan adapta81 S T e




Cagar Budaya N untuk kepentlngan agama,
péndldlkan, ilmu pengetahuan, teknologl, kebudayaan dan
»-pariWISata

(2) Pérhermtah Daerah memfasmtas1 pemanfaatan dan: promosi
'AC'agar Budaya yang d11akukan oleh Setlap Orang

3) }_’F}asﬂxtam Pemermtah Daerah sebagalmana d1ihaksud pada
yat (2) berup .

.12 nﬁpemanfaatan :

dukungan Tenaga Ahh Pelestanan,

” ':-}dukungan dana dan/ atau .

4) "“Prornom Cagar Budaya sebagalmana dlmaksud padaayat (2)"
dllakukan ' untuk memperkuat 1dent1tas ”budaya‘ :s‘erta?

menmgkatkan kuahtas hldup dan pendapatan' asyarakat




Pasal 60

kepentlngan tertentu |

(2} Pernanfaatan Cagar Budaya scbagaunana dlmaksud pada'*

ayat (1) dllakukan dengan 1zm Pernerlntah Daerah sesua
déngan perlngkat Cagar Budaya dan/ atau masyarakat :

hukum» adat yang Inermhkl dan / atau menguasalnya g

(1) Pemanfaatan Ioka51 temuan yang telah vd1tetapkan sebaga;»_‘
Sltus Cagar Budaya 'wajlb memperhatlkan fung31 ruang da
péhndungannya B

(2 Pemerlntah Daerah dapat menghentlkan pev anfaatan atau :
fnembatalkan 1zm pemanfaatan Cagar Bndaya apabllavi;
vﬂve‘mlhk dan / atau yang menguasa1 terbukt1 melakukani’»
pérusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya ‘

(3)~Cagar Budaya yang t1dak‘:_ Iag1 dlmanfaatkan:f haru

| keadaan semula s
dlmanfaatkan ‘

(4). »’Biaya pengembahan seperh ~keadaan Semula fdlbebankant

kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya

! _nfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Buday‘
yang tercatat sebaga1 perlngkat kabupateni'ﬂt hanya dapa
'dllakukan atas lzm Bupat1

Pemanfaatan dengan cara: pe'r'banyakan Benda Cagar Budaya )

yang d1m111k1 dan/ atau d1kuasa1 Setlap Orang atau dlkuasar‘;

negara dﬂaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan

»pe‘r'undang undangan |




:kabupaten, balk seluruh maupun baglan baglannya denga}’

_cara'perbanyakan, kecuah dengan SClZln Bupatli

Ketentuan leblh lanjut' mcngena ;-Pemanfaatan Cagar Budaya -

dlatur dengan Peraturan Bupati




o

(1] Pemermtah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas-
‘bpendanaan Pelestarlan Cagar Budaya R

:'.fifPendanaan sebagalmana’ dlmaksud pada ayat . (1) bcrasalls_;

- "a Anggaran Pendapatan' dan Belanja Daerah B
b asil pemanfaatan Cagar Budaya dan / atau
' ‘s‘umber lam yang sah dan tldak menglkatf SCsual denga 1
,p‘eraturan perundang—undangan S L |
3 ”;_,fiPemermtah Daerah mengaloka51kan anggaran
Perhndungan, . Pengembangan, , Pemanfaatan} ds
kbmpensasu VCagar Budaya"‘dengan memperhatlkanv, pr1n31
: _»proiporsmnal‘ :
"Pemerlntah _Daerah :menyed1akan dana | cadangan untuk”_'
penyelamatan Cagaf Budaya dalam keadaari darurat dan )

penemuan yang telah dltetapkan sebagal Cagar‘ Budaya '

PENGAWASAN

Pemermtah Daerah':', ertangun’ Jayvab terhadap pe:"' aw sa
= Pelestarlan Cagar Budaya'
ar | , olel :Pcrangkat""
3 Daerah yang mem1hk1 kewenangan d1 bldang kebudayaari
"(3)}_‘Ketentuan Ieblh lanJut mengenal Pengawasan Cagar Budaya

" dlatur dalam Peraturan Bupat1




ek BAB'XH
v SANKSI ADMINISTRATIF

permgatan tertuhs, i g
penghentlan sementéra keg1atan, |
- 'v’_v."ﬁ{;penghentlan sementara pelayanan urnum
ii’penutupan lokas1, ERC
“v.f;:pencabutan IMB
| "pemuhhan Cagar Budaya Daerah ‘dan/ atau;
‘g ”denda adrn1mstrat1f
i’.;vDenda admlnlstratxf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1
huruf g sebesar Rp 2 000 OOO 00 (dua juta ruplah) untu
Setlap har1 keterlambatan atas pemenuhan kewapban daIam
i Surat permtah yang d1terb1tkan oleh Bupatl atau pejaba
_v_yang dltunjuk . o
: :Ketentuan 1eb1h lanjut mengcnal tata carab pelaksanaan- -‘

':f}:' sank31 admlmstratxf dlatur dengan Peraturan Bupat1

- BAB XIIL..

Pengelolaan Cagar Budaya yan“gw telah memlhkl 1zm __»f'wajlb.‘
menyesualan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah 1r11_
r:»pallng lama 2 (dua) tahun terhltung seJak berlakuny_ :iPeratura}

‘.".Daerah 1n1 o




, BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

i Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan

z‘?fFAgar setlap | orang | o mengetahumya, (5 mememntahkan : lff‘:!
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 1

: dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- Ditetapkari’ di Karanganyar

'p’ada tanggai 6 Februari 2(_)19 |

| BUPATIKARANGANYAR,

o wd
.. JULIYATMONO = - . -

o 1 : ‘bDiundanvgkan di Karanganyar o
~ padatanggal 14 Februari 2019
' Pj. SEKRETARIS DAERAH
~ KABUPATEN KARANGANYAR,

o ttd
SUTARNO

”,'."_}LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN

 2019NOMOR3 S H
- NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
o PROVINSI JAWA TENGAH (3/2019)

NIP 1975311 19903 1 009




o PENJELASAN ATAS |
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
" "~ NOMOR 3 'I‘AHUN 2019
~ . N ﬂmﬂANG _,j R
PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

. UMUM

Cagar Budaya scbaga.l sumber daya budaya memllxkl sﬁ‘at rapuh unlk

Iangka terbatas ‘dan tidak terbarul Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dan |

. . ancaman pembangunan fisik, balk di wﬂayah perkotaan pedesaan maupun yang S

berada d1 hngkungan air, dlperlukan pengaturan untuk menjamln ek31sten31nya -

'Oleh karena . 1tu, upaya pelestanannya mencakup tujuan untuk rnehndungl

B mengembangkan dan memanfaatkannya Hal itu berarn bahwa upaya pelestarlan L

o perlu memperhatlkan kese1mbangan antara kepentlngan akademls 1deolog1s dan

o ekonomls

b Pelestanan Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesualkan‘ :;

dengan paradlgma baru yang berorxentas1 pada pengelolaan kawasan, peran serta

masyarakat desentrahsasx pemermtahan, perkernbangan ;s_erta tuntutan ,_dan L

o kcbutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradlgma | baru tersebut mendorong dxlakukannya pembentukan

’Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang tidak sekadar mengaturv

pelestarlan Benda Cagar Budaya, tetap1 Juga berbagal aspek lam secara:'f.f:fs

keseluruhan berhubungan dengan tmggalan budaya masa lalu sepert1 bangunan

, dan struktur, s1tus dan kawasan, serta’ lanskap budaya Yang pada regulasi sl
' sebelumnya tldak t1dak secara Jelas d1munculkan D1 sampmg 1tu, nama Cagar“

| i Budaya Juga mengandung pengertlan mendasar sebageu perhndungan warxsan"“ o

hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesualan terhadap pandangan baru o

. ‘:' di bldang 1lrnu pengetahuan dan teknologi. -

Peraturan Daerah ini dxbentuk dengan berlandaskan pada Pasal 32

| ayat (1) Undang—Undang Dasar Negara RePUbIlk Indones1a Tahun 1945, pasal

tersebut menyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan naswnal Indone31a

: "‘-‘.:v'dl tengah peradapan duma dengan memamm kebebasan masyarakat dalam

. memehhara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya Makna dan amanat yang

' terkandung dalam pasal tersebut adalah pemehharaan ‘dan pemajuan budaya

bangsa Indonesm Oleh karcna itu, kcbudayaan Indonesxa yang mencermmkan

’ »mlal-mlal luhur bangsa harus dllestankan guna memperkukuh jati d1r1 bangsa



"’mempertlngg_ harkat dan martabat bangsa : serta \memperkuat , 1katan

kesatuan dan persatuan bagl terWUJudnya mta-cxta bangsa pada rnasa depan .

Ke_budayaan Indonesia yang terbangun dan susunan sub v,_kebudayaan:‘

aerah mem111k1 nllal-mla :_}vluhur yang harus d11estar1kan guna ‘fr-xuemperkuatf

,pengamalan Pancasﬂa, menmgkatkan kualxtas hldup, memperkuat keprlbadlan_f
ibangsa dan. kebaﬂggaan nasmnal memperkukuh persatuan bangsa ~se

memngkatkan kesejahteraan masyarakat sebagal arah keh1dupan bangsa B

:_:Tahun 1945 dan Undang—Undang Nornor 11 'I‘ahun 2010 tentang Cagar Budaya :
: pemermtah daerah mempunyal kewajlban melaksanakan kebljakan memajukan :

:fkebu“ ayaan daerah secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

.;»‘Pembentukan Peraturan Daerah 1n1 dalam rangka pemberlan kewenangan‘

“kepada Pernermtah Daerah dan pembenan ruang part1s1pa31 masyarakat dalam

,_—mengelola Cagar Budaya,f‘, mehpuu 31stem manaJenaI ; }perhndungan

. j‘pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagal warlsan luhur bangs

‘YPASAL DEMI PASAL

’EYang termasuk dalam konteks kerusakan adalah detenorasx”

v_(detenoratlon) ya.ltu fenornena penurunan karakterlstlk dan-

._kuahtas Benda Cagar Budaya, baxk aklbat faktor ﬁmk (mlsalnya alr,j
ap1, dan cahaya), mekanls (rmsalnya retak dan patah), klmlaw1;
*f‘{v(mlsalnya asarn keras dan basa keras), maupun blOlOng (rmsalnya‘

_]amur, bakterl, dan serangga)” L e v




Ayat (2) |
N Cukup Jelas.‘
Ayat (3) ’ o
IR ,' | CukupJelas.’
 Pasals
a Huruf a
T Cukupjelas
Huruf b | » | o
: Yang dlmaksud “masa gaya adalah ciri i yang mewakxh ‘masas gaya e

tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (hma puluh)‘

o _tahun, antara lain tulisan karangan, pemakalan bahasa dan'_-’ R

bangunan rumah ,mxsalnya gedung Bank Indone31a yang mem1hk1 |
e : gaya arsxtektur trop1s moderen Indones1a pertama |
Huruf c '
Cukup Jelas
Huruf d
B Cukup Jelas
Pasal 9 ’
Hurufa S e e T
Yang dlmaksud dengan srsa-sxsa bxota adalah baglan yang tertlnggal
‘ dan ﬂora dan fauna yang terkalt dengan suatu daerah 2 '
Huruf b, ' : 3 . .
Yang dlmaksud dengan “ berszfat bergerak adalah benda Cagar'
Budaya yang karcna 31fatnya mudah dlpmdahkan , Hmllsal_nya’
~ keramik,arca, kerls dan kaln batik. N
Huruf ¢ o '
Pasal»io "
‘ Huruf a .

Yang dlmaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang‘

' "jjjdlbuat dari. satu- jeis. baha dan tldak mungkln dlplsahkan darlf g

o kesatuannya Yang dlmaksud dengan “ berunsur banyar” adalah
fbangunan yang dibuat leblh ‘dari satu Jems bahan dan dapat’
dlplsahkan dari kesatuannya '

' Yang dlmaksud “berdm bebas adalah bangunan yang tldak terkalt'

dengan formasx alam, kecuah yang menjadl tempat kedudukannya



Yang dlmaksud menyatu dengan forma31 alam “ adalah s’crul«:tur:_fj :

yang dibuat diatas tanah atau pada forma31 alam lain, ba1k seluruh |

o maupun baglan-baglan strukturnya
| PasaI 11>> |

Huruf a -

' :dlbuat dari satu Jems bahan dan ndak mungkln dlplsahkan dari .
kesatuannya ' R , o .
Yang dlmaksud dengan “berunsur banyak” dalah struktur yang d1buat o |

: . leb1h dan satu jenis bahan dan dapat d1 plsahkan dan kesatuannya |

Hurufb" L .

| Cukup Jelas

Pasal 12
N Cukup Jelas
‘Pasal 13 )
Huruf a ,
IR Cukup jelas.
o ‘:{}_{Hurufb | e
o ~ Yang dnmaksud dengan “lanskap budaya adalah bentang alam hasil
bentukan manus1a yang mencermmkan pemanfaatan s1tus atau - B
kawasan pada masa lalu ' N
v.-::?}Humf c .
o Cukup Jelas
f;;Huruf d.
- Cukup Jelas
- ’Hurufe

Contoh “buku yang sah” antara 1am adalah semﬁkat hak m1hk atas

tanah kumtaSI pembehan, v dan surat wa51at yang dlsahkan olch :
o notarls ’ o o : ‘
© Huraff |
| Cukup _]elas
Pasal 14 _ » B o
Yang dlmaksud dengan art1 khusus bagi masyarakat” adalah mem111k1 n11a17. o
. pentmg bag1 rnasyarakat kebudayaan tertentu. "
Pasal 15
:: Ayat (1)

,. Yang d1maksud dengan “fung51 somalnya adalah pada prmmpnya‘

,Yang d1maksud dengaﬁ ' “berunsur tunggal” adalah struktur yangj"':“ -



'»?Benda Cagar Budaya Bangunan Cagar Budaya Struktur_v:Cagar;.
_;vBilbidaya, dan/atau Sltus Cagar Budaya yang d1m111k1 oleh seseorahg;
";“pemanfaatannya tldak hanya berfung31 untuk kepentmgan pr1bad1, ._
f’_.'"_’tetapl Juga untuk kepentmgan “ 1Imu pengetahuan, ) ekn

pendldlkan, parnmsata agama, S

":.v.if-;-Yang dnnaksud vdengan' “telah memenuhi kebutuhan ncgara ‘adalah
japablla negara sudah mem1hk1 Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagarl
“_,,‘Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang _;umlah dan Jemsnya

secara nasmnal telah ter81mpan d1 museum Pemerlntah dan/atau‘

G Pemermtah Daerah serta d1 s1tus tempat d1 temukannya

e Cukup Jelasf" L
:'v;"Pasal 25* e

o ) Pasal 26




Co Pasal 27

o Pasﬁll 29

Cukup _]elaSv-I -
Pasal 28 -
‘ Cukup JelaS-‘

| CukupJelaS' o
_Pasal 30 £
Cukup Jelas;

T PaS‘?lI 31

el ‘Pasal 36

CEE PaSal 38

v | PaSal 42

L : Pasal 43

Cukup Jelas"ﬂf |
Cukup Jelas' .
Pasal 33 o
Cukup Jelas.
o (:ukup Jelas"._
C Pasal 35 | -
. Cukupjelas- _
. CukuP Jelas-:
Pasal 37 B
B Cukup.]elasv'
Cukup.lelas .
Cukup Jelas-"
o Cukup Jelas':
'Pasfil1 41 ' ‘
Cukup Jelas-f‘ |
Cukup JelaS;vi“-.“.':

e Pasal 44

Cukup Jelas




g ) Pasal 46

" Pasal 45 3 }}
B Cukupjelas

S CUkuP Jelas
Pasal 47 |
e CUKUp Jelas
Pasal 48 ;
. Ayat (1) .
S Cukup Jelas_ R
i Ayat (2) | -
f  Cukup Jelas; s
Ry

N Hurufa

Yang di maksud dengan zona 1nt1 adalah area perhndunganvf'
utama untuk men]aga baglan terpentmg Cagar Budaya "
I—Iurufb » » ' R -
Yang di maksud dengan zona penyangga adalah area yang'}ff:v‘}ﬁ:'ﬁ'
o mehndungx zona inti. o '
Hurufc S s : : ST
' Yang di maksud dengan zona pengembangan adalah area':f‘
o ‘yang dlperuntukan bag1 pengembangan poten81 cagar budaya
'f‘:;:.bag1 kepentmgan rekrea31,- ‘daerah’ konservasx hngkungan f ;,,; :
‘alam, lanskap budaya, kehxdupan budaya tradlslonal, )
o -keagamaan dan keparlwmataan '
CHufd Lo
_Yang dlmaksud dengan “zona penunjang” adalah area. yang
| dlperuntukan bagl sarana - ‘dan prasarana penunjang serta 3
| untuk kegxatan komer31al dan rekream umum. ' :
Ayat (4) B | | |
Cukup Jelas;
Ayat (5)
S . | Cukupjelas‘.v"
Pasallv4»9 o
Cukup Jelas

o 'Pasal 50

Cukup Jelas



c Pasal 54

"jPa%u55  ;,

| :.VCukup Jelas PR

,g;ifijpasal57

-:VPasal 58 B T

PR CUkupJelas |
' *fi;Pasa16o -

Cukudea&f_;;f if:ifi 'g Sl

,.Cukup_]elas

. Cukup Jelas ‘.

e Pasal 63

B 'APasal 64

.,,,»"}:‘"’.,‘Pasal 65

’73;:Pasa166

Cukup JelaS';‘,}i.{f e I e
  “3CukUPJdég?fi }af%fgfg:“**
| Cukup Jelas;f"",}'v“ o

- vPasal 68

o YCUkLIp_]elas‘.:'




Pasa.l 69 .
S Cukup Jelas. s
1 Pasal 70 ,

Cukup _]elas.‘ |

Pasal 71 .
‘ Cukup _]elas; o
',Pasal 72 _
S Cukup.]elas;“
s Pasal 73
o Cukup Jelas | . - :

‘:TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 97



